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Tidak boleh Kalah
RAJUTAN persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak lagi. Umat 

Gereja Oikumene, di Jl. Dr. Cipto Mangkunkusuma, Kelurahan 
Sengkotek, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur, 
Minggu (13/11) pagi baru saja selesai beribadat dan hendak pulang. 
Tiba-tiba sebuah bom molotov meledak di dekat parkiran kendaraan. 
Lima orang terluka, empat di antaranya adalah anak-anak. Pelaku, 
yang melarikan diri terjun ke Sungai Mahakam di seberang gereja 
berhasil ditangkap. Polisi mengidentiikasi pemuda pelaku itu beri-
nisial J, residivis teroris kasus bom di Puspitek Serpong dan bom 
buku di Jakarta. J, yang ketika ditangkap mengenakan kaos hitam 
bertulisan JIHAD baru selesai menjalani hukuman 28 Juli lalu.

Majelis Ulama Islam mengecam keras tindakan tersebut seraya 
meminta aparat keamanan segera menangani kasus ini dengan serius. 
Peristiwa ini dinilai MUI dapat mengancam kehidupan antar-umat 
beragama serta keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Kita pun turut menyesalkan sekaligus mengutuk peristiwa itu, 
yang terjadi pada saat situasi sekarang sedang berada pada titik 
yang memerlukan perhatian semua pihak. Terutama setelah unjuk 
rasa 4 November yang menuntut Ahok dipidanakan karena diduga 
telah menista agama Islam.

Dilihat dari jenisnya, bom molotov memang memiliki daya 
rusak sangat kecil karena tidak menggunakan bahan peledak. Le-
dakan bom molotov terjadi karena botol kaca berisi bensin yang 
dilengkapi sumbu dan dibakar, pecah karena benturan. Tumpahan 
bensin kemudian membakar apa saja yang terkena lidah api. Namun, 
peristiwa bom molotov di Gereja Oikumene bukan peristiwa yang 
dapat dipandang enteng.

Kita masih menunggu penyelidikan polisi. Ada beberapa 
pertanyaan yang memerlukan jawaban. Apakah pelaku bekerja 
sendiri, ataukah ada kelompok di belakangnya dan sekaligus ada 
perencanaan yang menyertai aksi? Informasi yang didapat semen-
tara menyebutkan, tersangka J terlibat di dalam jaringan Jamaah 
Ansharut Tauhid (JAT) yang berailiasi radikal ke ISIS atau NIIS 
(Negara Islam Irak Suriah).

 Pelaku, entah dia mandiri atau menjadi utusan jaringan, agaknya 
ingin menyampaikan pesan yang jelas dan tegas. Bahwa ia sedang 
berjihad. Ini setidaknya dapat dibaca dari kaos yang dipakai. Dan 
pesan tersebut jelas bersifat teror. Bila asumsi ini benar, pelaku dan 
atau dalangnya, sedang ingin membuat kesan bahwa tuntutan demo 
4 November adalah harga mati dan harus dipenuhi oleh pemerintah 
beserta penegak hukum.

Kita masih belum lupa, teror serupa dua kali terjadi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Satu peristiwa terjadi 26 Oktober lalu ketika 
seekor kerbau menginjak bom berisi paku di areal persawahan di 
Bantul. Satu peristiwa lainnya terjadi di Jalan Magelang, pada 1 
November lalu di depan sebuah cafe, ketika satu sepeda motor 
terbakar setelah bom berdaya ledak rendah yang dipasangkan di 
motor meledak. Dalam kasus yang kedua, polisi memiliki dugaan 
kuat bahwa pelakunya terkait jaringan teroris.

Sementara itu, kita mencatat setidaknya ada dua peristiwa 
menyangkut SARA yang juga terjadi di DIY. Satu tempat ziarah 
di daerah Kecamatan Ngawen, Gunungkidul dan satu lagi sebuah 
gereja di daerah Pajangan, Bantul. Dua tempat itu, sama-sama 
diprotes keberadaan atau kegiatannya oleh Front Pembela Islam 
(FPI). Beruntung, kedua kasus itu dapat diredam, sehingga tidak 
berkembang.

Menyikapi kondisi terakhir yang berkembang relatif cepat, kita 
tentu berharap Negara tidak boleh kalah. Negara memiliki banyak 
alat untuk menyelesaikan persoalan. Satu-satunya yang harus dipe-
gang kuat dan diwujudkan sampai akhir, adalah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Itulah yang tidak boleh ditawar-tawar. Itulah 
yang menjadi harga mati.

Langkah-langkah persuasi, tentu harus terus dilakukan. 
Peningkatan pemahaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika, wajib 
untuk dilanjutkan. Perbedaan adalah rahmat Tuhan. Kita memang 
berbeda-beda dari aspek agama, suku, bahasa, adat dan karakter, 
namun sebagaimana dipesankan oleh Mpu Tantular melalui Kakawin 
Sutasoma, bahwa sekalipun demikian, tan hana dharma mangrwa 
atau tidak ada kebaikan maupun kebenaran yang mendua. Berbaju 
apa pun, kebaikan atau kebenaran itu tetap sama. Satu. **

TAJUK RENCANA

SURAT PEMBACA

Ada 321 warga belum mau menerima ganti 

untung Bandara.

 Cepat atau lambat pasti tergusur...

 

Ratusan ruang kelas SD dan SMP di 

Gunungkidul rusak. 

Katanya sih, Kota Pendidikan... 

Senin  Pon, 14  November  2016

Setiap kiriman naskah  ”Surat Pembaca” 

untuk Harian BERNAS agar dilampiri fotokopi 

identitas diri, tanda tangan pengirim, panjang tulisan 

lebih kurang 1 halaman folio. Redaksi berhak  

meng edit,  tanpa meng ubah makna, apabila  

dipandang perlu.

Oleh: Riza Multazam Luthfy
DALAM catatan Dinas Kesehatan 

DIY, sepanjang 2015 tercatat 976 remaja 
hamil di luar pernikahan. Jika ditelisik 
lebih jauh, ternyata angka kehamilan 
di luar nikah merata di lima kabupaten/
kota di Yogya: Bantul (276 kasus), Kota 
Yogyakarta (228 kasus), Sleman (219 
kasus), Gunungkidul (148 kasus), dan Ku-
lonprogo (105 kasus). Banyaknya remaja 
yang hamil di luar nikah menyebabkan 
mereka nekat melakukan aborsi. Dalam 
kondisi isik dan mental yang belum siap, 
boleh jadi orang tua nekat mengakhiri 
anaknya sendiri dengan berbagai cara.

Aborsi merupakan problematika 
usang dalam dunia kesehatan yang selalu 
menimbulkan perdebatan sehingga me-
nimbulkan pro dan kontra. Bagi sejumlah 
pakar, pengakhiran kehamilan sebelum 
janin dapat tumbuh di luar tubuh ibunya 
merupakan tindakan kontroversial. Corak 
pemikiran tradisional menganggap bahwa 
upaya menggugurkan kandungan dinilai 
bertentangan dengan norma sosial, bu-
daya, agama, dan hukum. Adapun pola 
pikir modern membuka kemungkinan 
diperbolehkannya aborsi dalam situasi 
tertentu dan dengan berbagai catatan.

Sejumlah kasus aborsi di negeri ini 
menggambarkan “fenomena gunung es”. 
Apa yang disajikan ke hadapan publik 
lewat beragam media cetak maupun 
online belum sebanding dengan realitas 
yang terjadi. Klinik pengobatan dan 
panti pijat tak jarang membuka layanan 
praktik aborsi. Praktik aborsi dilakukan 
oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai 

artis hingga wong cilik. Itulah mengapa, 
data-data kuantitatif menunjukkan bahwa 
angka kasus tersebut terbilang tinggi dan 
menunjukkan peningkatan signiikan dari 
tahun ke tahun.

Selain membahayakan janin, aborsi 
juga mengancam kehidupan ibu. Ber-
dasarkan prediksi WHO, 10-50% kasus 
aborsi tidak aman (unsafe abortion) be-
rakhir dengan kematian ibu. Diperkirakan 
setiap tahun terjadi sekitar 20 juta aborsi 
tidak aman di seluruh belahan dunia. Dari 
jumlah ini, 26% praktik aborsi tergolong 
legal dan lebih dari 70.000 aborsi tidak 
aman di negara berkembang berakhir 
dengan kematian ibu (Tutik, 2011).

Dua Pandangan 
Problem utama yang berkaitan dengan 

kasus aborsi adalah status moral janin. 
Dalam khazanah intelektual, muncul para 
pemikir dengan beberapa pandangan; di 
antaranya pandangan liberal dan pandan-
gan konservatif. Kaum liberal diwakili 
oleh Judith Jarvis Thomson. 

Pemikir ini beranggapan bahwa aborsi 
masih bisa dibenarkan secara praktis 
dalam ber bagai situasi. Bagaimana pun, 
janin tidak mampu hidup melainkan 
dengan bantuan tubuh sang ibu. Maka, 
seorang ibu berhak melakukan aborsi 
terutama dalam kasus perkosaan, di mana 
kehamilan dinilai membahayakan bagi 
kehidupan ibu.

Berbeda dengan pola pikir kaum 

liberal, kaum konservatif justru ber-
anggapan bahwa janin memiliki keduduk-
an moral yang tinggi, sehingga berhak 
untuk bernafas. John Noonan sebagai 
wakil dari kelompok ini menegaskan 
bahwa adanya berbagai risiko tidak 
lantas menggugurkan perlindungan 
terhadap keselamatan janin. Hak hidup 
berlaku tanpa pengecualian, entah sang 
janin merupakan hasil korban perkosaan 
atau karena mengidap kelainan-kelainan 
serius. John Noonan berpendapat, pada 
dasarnya aborsi adalah tindakan mem-
bunuh. Upaya penyelamatan sang ibu 
atau janin merupakan bentuk kompromi 
atas legalisasi pembunuhan.

Munculnya dua pandangan di atas 
membuat para dokter dan tenaga medis 
menghadapi suatu dilema. Di satu sisi, 
mereka ingin menjunjung tinggi profe-
sionalitas dengan melayani permintaan 
pasien. Di sisi lain, mereka juga harus 
menanggung konsekuensi. Ancaman 
moral dan sanksi sosial telah menanti 
jika mereka berani menghilangkan nyawa 
seseorang. Dalam keadaan demikian, 
tentu mereka mengalami konlik batin 
yang mencekam.

Mutual Connection
Baik menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-
Per), tindakan aborsi tidak diperbolehkan 
meski dengan berbagai alasan. Siapa 

saja dilarang melakukannya. Seseorang 
yang terbukti melakukan atau sekadar 
membantu praktik aborsi akan dikenai 
pemberatan pidana. Ketentuan ini dapat 
dilihat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283, 299, 
346, 348, 349, 535, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 
2 dan 1363.

Belakangan ini, larangan terhadap 
praktik aborsi dibatasi oleh sejumlah 
pengecualian. Mengingat bahwa dalam 
mengeluarkan putusan, hakim seharus-
nya tidak hanya menggunakan argumen 
hukum. Kasus-kasus aborsi setidaknya 
memuat mutual connection antara prinsip 
hukum dengan nilai moral. Belum lagi, 
dalam hukum pidana positif Indonesia, 
ketentuan mengenai hukum aborsi dia-
tur dalam hukum umum (lex generalis) 
berupa KUHP dan KUHPer dan hukum 
khusus dalam bentuk Undang-Undang 
Kesehatan (lex spesialis). Untuk yang 
terakhir, misalnya Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
yang melegalkan aborsi.

Meskipun demikian, Stanislaus 
Atalim (2011: 318) menilai bahwa aborsi 
merupakan bentuk lain dari “pembunuhan 
yang keji atas nyawa yang tak berdosa”. 
Nilai sosial, budaya, dan agama yang 
mengakar dalam keyakinan masyarakat 
Indonesia menjadikan aborsi sebagai aib 
sosial dan dosa berat. **

Riza Multazam Luthfy
Mahasiswa Program Doktor Ilmu 

Hukum UII Yogyakarta.

Aborsi, Fenomena Gunung Es

PROGRAM baru Kementerian Ke-
sehatan untuk meningkatkan kualitas 
dokter melayani pasien, yang disebut 
Program Dokter Layanan Primer, menuai 
protes kalangan kedokteran. Program ini, 
berupa tambahan pendidikan bagi calon 
dokter maupun mereka yang sudah dokter, 
sehingga dampak langsungnya bagi ma-
hasiswa kedokteran adalah, menambah 
waktu tempuh studi bagi mereka untuk 
mendapat gelar dokter.

Pemerintah hadir sebagai represen-
tasi kepentingan rakyat secara utuh dan 
menyeluruh. Thomas Hobbes menye-
butkan, rakyat menyerahkan sebagian 
kekuasaan mereka kepada pemerintah 
karena menyadari hal itu adalah cara 
terbaik untuk melindungi kepentingan 
mereka. Egosentrisme yang ada dalam 
diri individu dapat mengarahkan mereka 
pada perang antarindividu untuk me-
menangkan kepentingannya. Mengingat 
tujuan utama pemerintah tersebut, maka 
dalam membuat kebijakan bagi rakyat-
nya, pemerintah harus memperhatikan 
banyak aspek agar tidak menguntungkan 
sebagian pihak saja. Dan salah satu kebi-
jakan yang harus diatur oleh pemerintah 
adalah masalah kesehatan masyarakat.  

Kementerian Riset , Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
baru–baru ini membuka program studi 
Dokter Layanan Primer (DLP). Menu-
rut Menristekdikti, Mohammad Nasir, 
program ini diajukan oleh Menteri Ke-
sehatan, Nila Moeloek (dikti.go.id). Pro-
gram studi ini diajukan untuk memenuhi 
amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Pendidikan Dokter. Program 
studi yang merupakan lanjutan program 
profesi dokter ini setara dengan jenjang 
spesialis. Tujuan utamanya adalah untuk 
meningkatkan kemampuan dokter agar 
lebih kompeten dalam melaksanakan tu-

gas profesional seorang dokter, terutama 
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 
primer. Ajuan permohonan Menteri Ke-
sehatan kepada Kemenristekdikti terkait 
program studi baru ini di antaranya me-
nyebutkan kurun waktu belajarnya selama 
minimal dua tahun. Dapat dikatakan 
setara dengan S2 yang juga minimal 
menghabiskan waktu 2 tahun.

Program Dokter Layanan Primer 
merupakan suatu program yang diren-
canakan untuk meningkatkan kualitas 
dokter dalam melakukan pelayanan pro-
fesi mereka, dengan memberi tambahan 
edukasi bagi para calon dokter. Guru 
besar FK UI Prof. Dr. Budi Sampurna 
menyebutkan, program ini berupaya 
meningkatkan kualitas pelayanan primer 
para dokter guna melindungi rakyat dari 
malpraktik (Hukumonline.com). 

Standar kesehatan internasional juga 
telah mensyaratkan dikuatkannya pro-
gram layanan primer bagi para dokter. 
Negara dengan pelayanan kesehatan 
yang baik, tentunya akan terus berupaya 
meningkatkan program layanan prim-
ernya hingga ke pelosok dengan kualitas 
pelayanan terbaik.

Meskipun begitu, Prof. Dr. Budi 
Sampurna mengakui pelaksanaan uji 
kompetensi tidak mengatur secara rinci 
dalam UU Pendidikan Kedokteran. Akan 
tetapi, uji kompetensi ini mengacu pada 
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 
(Perkonsil) No. 10 Tahun 2012 tentang 
Standar Pendidikan Profesi Dokter 
Indonesia dan Perkonsil No. 11 Tahun 
2012 tentang Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia, yang di dalamnya mengatur 
kompetensi yang harus dikuasai DLP 
(Hukumonline.com). Uji kompetensi 

program studi DLP sendiri sudah dice-
tuskan sejak 2006 yang berarti telah ada 
dinamika berpikir yang panjang sebelum 
sampai pada keputusan akhir penilaian 
pengadaan program studi ini.

Keadilan Bagi Para Dokter
Meskipun tujuan pendidikan tambah-

an bagi para dokter ini mengandung niat 
yang baik dari pemerintah, para dokter 
sebagai pelaku utama tidak diuntungkan. 
Kebijakan program studi Dokter Layanan 
Primer ini sudah pasti akan memperpan-
jang masa studi seorang dokter. Total 
waktu yang dibutuhkan untuk pendidikan 
formal yang selama ini mereka tempuh 
tanpa DLP sendiri sudah memakan waktu 
minimal 7 hingga 8 tahun. Apabila di tam-
bah lagi dengan 2 tahun program DLP, 
maka dibutuhkan setidaknya 10 tahun 
untuk membuat seseorang dikatakan siap 
untuk memberikan pelayanan profesional 
kedokteran. Ditambah lagi, kualitas pen-
didikan yang ditawarkan dalam program 
DLP dilihat tidak jauh berbeda dari 
hasil lulusan dokter umum (Tempo, 24 
Oktober 2016)

Hal inilah yang kemudian menimbul-
kan protes besar-besaran ribuan dokter di 
depan Istana Negara, Senin 24 Oktober 
2016 (Suarakarya, 25 Oktober 2016). 
Mereka berunjuk rasa menyuarakan 
perasaan keberatan atas ketidak-adilan 
yang harus mereka rasakan karena kebi-
jakan program studi DLP ini. Menurut 
mereka, program DLP bukanlah jawaban 
atas kurang berkualitasnya program kes-
ehatan di negeri ini. Mengingat ada begitu 
banyak masalah kesehatan yang lebih 
penting untuk segera diatasi dibanding 
membuat program studi baru yang justru 
memperlambat berkembangnya jumlah 

dokter untuk melayani masyarakat.
Dalam orasi, para dokter ini me-

nyatakan bahwa program studi DLP 
hanya akan memberatkan APBN tanpa 
memberikan solusi yang tepat sasaran. 
Karena saat ini yang dibutuhkan oleh 
rakyat Indonesia adalah meratanya fasili-
tas kesehatan, baik sarana, prasarana mau-
pun sumber daya manusia dengan jumlah 
yang cukup untuk disebarkan ke seluruh 
pelosok negeri. Terlebih jika melihat 
besarnya biaya yang harus dikeluarkan 
untuk menjadi seorang dokter tidaklah 
murah. Satu semester, setidaknya 50-75 
juta rupiah harus dikeluarkan oleh setiap 
mahasiswa kedokteran. Hal ini dirasa 
memberatkan karena tidak semua maha-
siswa kedokteran berasal dari golongan 
ekonomi menengah ke atas.

Menurut juru bicara aksi damai Ika-
tan Dokter Indonesia (IDI) Agung Sapta 
Adi, DLP merupakan program sepihak 
dari Kementerian Kesehatan, karena 
program itu belum secara tuntas dibahas 
pada tingkat organisasi profesi dan Konsil 
Kedokteran Indonesia (KKI) (Tempo, 24 
Oktober 2016). Dari sini dapat kita lihat 
imbas dari keadilan yang kurang merata 
dari suatu kebijakan mungkin terjadi 
karena kurangnya pola komunikasi yang 
sehat antara pemerintah dengan profesi. 
Habermas mensyaratkan adanya ideal 
speech situation harus ada saat melakukan 
komunikasi, terutama saat melibatkan 
banyak kepala dengan banyak ide untuk 
disatukan. Komunikasi yang cukup meli-
batkan berbagai pihak yang berkepentin-
gan diharapkan dapat membuahkan hasil 
pemikiran yang matang dan memuaskan 
semua pihak. **

An Nurahmawati
Mahasiswa Magister Sains Akuntansi 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Gadjah Mada

Oleh: An Nurahmawati

Program Dokter Layanan Primer

DUNIA pendidikan selalu mela-
hirkan hal-hal baru (inovasi) yang 
bermanfaat bagi perkembangan dunia 
dan peradaban masyarakat. Inovasi dan 
kreativitas yang muncul selalu dilandasi 
oleh kajian ilmu dan wawasan penge-
tahuan. Mahasiswa dan dosen sebagai 
civitas akademika berperan besar dalam 
memunculkan ide-ide baru dalam ber-
bagai bidang.

Peneliti adalah orang yang memiliki 
perhatian pada pengembangan ilmu pe-
ngetahuan. Rasa ingin tahu seorang pene-
liti menumbuhkan minat untuk menggali 
lebih dalam mengenai segala informasi 
dan pengetahuan melalui berbagai metode 
seperti observasi, eksperimen maupun 
studi pustaka. Namun demikian, seorang 
peneliti sebelum memulai aktivitas pene-
litian, akan lebih dulu mencari sumber 
informasi mengenai penelitian-penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya. Salah 
satu referensi yang sering digunakan 
untuk mengetahui suatu riset yang per-
nah dilakukan sebelumnya adalah jurnal 
ilmiah. Jurnal ilmiah digunakan untuk 
memperoleh kajian-kajian dari penelitian 
terdahulu. Hasil penelitian yang dilaku-
kan seseorang dan dimuat dalam jurnal 
ilmiah adalah bentuk sosialisasi hasil 
penemuan dari penelitian berdasarkan 
kebenaran atau data di lapangan. Jenis 

jurnal ilmiah pun beragam, semua bidang 
ilmu memiliki jurnal yang dapat diakses 
karena semua peneliti didorong untuk 
melakukan publikasi mengenai penelitian 
yang dilakukan. Biasanya informasi yang 
terdapat di dalam jurnal ilmiah selalu 
mengikuti perkembangan karena didasar-
kan pada riset atau pengembangan dari 
riset yang dilakukan sebelumnya.

Saat ini, hampir semua perpustakaan 
universitas memiliki fasilitas bagi civitas 
akademika untuk mengakses jurnal elek-
tronik. Hal itu sangat membantu agar jur-
nal dapat diakses di mana pun dan kapan 
pun. Sebelum jurnal elektronik muncul, 
jurnal hanya dapat diperoleh dalam bentuk 
tercetak sehingga memerlukan waktu 
yang cukup lama bagi sebuah proses 
diseminasi hasil penelitian. Namun, 
dalam perjalanan dunia akademik yang 
selalu berkembang, jurnal dapat ditelusuri 
lebih mudah secara elektronik sehingga 

sangat membantu dalam percepatan 
proses penelitian. Kecepatan akses jurnal 
elektronik dibanding versi cetaknya akan 
menjadikan diseminasi pengetahuan lebih 
mudah dalam proses penyebarannya.

Manfaat yang diperoleh dari membaca 
jurnal ilmiah sangat banyak, di antaranya 
adalah menggali wawasan mengenai 
penelitian terbaru karena jurnal ilmiah 
yang telah dipublikasikan mencantumkan 
tahun penelitian dan kapan jurnal tersebut 
dipublikasikan. Selain itu, jurnal ilmiah 
juga dapat dijadikan sebagai dasar pene-
litian lebih lanjut karena termuat proses, 
kajian, hasil, kendala dan bahkan harapan 
penulis bagi penelitian selanjutnya. Hal 
ini dimaksudkan  agar riset pada masa 
depan akan menjadi lebih baik.

Latar belakang yang dibahas dalam 
jurnal penelitian terbaru biasanya berisi 
masalah aktual, ini dapat digunakan 
untuk mengembangkan penelitian yang 

relevan. Dasar teori, penelitian terda-
hulu dan referensi yang digunakan oleh 
penulis jurnal ilmiah dapat kita ketahui, 
sehingga dapat ditelusuri dan dipelajari 
untuk menjadi acuan pengembangan ri-
set. Berdasarkan hal tersebut, suatu riset 
dalam jurnal ilmiah bisa menjadi tolak 
ukur riset berikutnya. Berbagai ide yang 
dapat menginspirasi riset selanjutnya juga 
bisa diperoleh di berbagai jurnal publikasi 
yang sesuai dengan bidang keilmuan 
yang diminati.

Artikel yang dimuat dalam jurnal 
ilmiah dapat dianggap sebagai sumber 
informasi terseleksi yang dapat dipercaya 
obyektivitasnya. Setidaknya ada dua hal 
yang menjadikan sebuah sumber informasi 
di dalam jurnal ilmiah dapat dipercaya. 
Pertama, tulisan selalu mendasarkan 
pada data yang diolah secara metodologis; 
kedua, obyektivitas hasil tulisan dibentuk 
melalui mekanisme yang menjamin sebuah 
artikel melewati proses penilaian oleh ahli 
dalam bidang yang sejenis (reviewer) baik 
secara isi maupun metodologi. Dengan 
demikian, timbul sebuah hubungan yang 
saling melengkapi antara penulis dengan 
reviewer. Proses yang demikian ini, men-
jadikan sebuah artikel dapat dipertang-
gungjawabkan secara ilmiah.**

Ign. Tri Sunarna
Pustakawan UAJY

Janji Palsu
Firstmedia

Saya ingin memberikan 
peringatan kepada konsumen 
Internet Indonesia supaya tidak 
termakan janji palsu irstmedia. 
Saya adalah satu dari jutaan 
pelanggan yang mempunyai 
komplain dan keluh kesah ten-
tang irstmedia. 

Coba saja lihat postingan 
mereka di social network, 
semuanya complaint!

Singkat cerita, kita mem-
bayar harga Rp 1,5 jt untuk 
75mbps, dan tidak pernah dapat 
lebih dari 30 mbps, itu pun 
hanya sekali dari berbulan-bulan 
kita telepon dan yang lain-lain. 
Mereka tidak peduli, dan kalau 
tidak dibayar kita didenda. 

Karena kita membutuhkan 
internet untuk banyak hal, maka 
kami tetap memakainya tapi kita 
komplain setiap hari tapi mereka 
tidak pernah menyelesaikan 
masalah.

 Saya ucapkan terima kasih, 
dan salam sejahtera.

 Semoga dengan surat ini 
FirstMedia akan menjadi pe-
rusahaan yang lebih baik, atau 
tutup saja.

Ivander L Atmojo
Pelanggan nomor 10529561
Ruko Center Point B-10, Jl. 
Puncak Borobudur, Malang.

Prihatin
Banjir

Memasuki musim penghu-
jan,  musibah banjir kembali 
melanda pemukiman, menye-
babkan keresahan dan kerugian 
masyarakat. Air hujan yang 
secara alami membutuhkan 
tempat mengalir, saat ini sudah 
kehilangan ruang terbuka dan 
saluran karena banyaknya ban-
gunan sehingga menutup dan 
mengurangi daya serap air ke 
dalam tanah. 

Seharusnya pemerintah 
ti dak mudah memberi izin 
yang hanya menguntungkan 
pihak kapital dalam pendirian 
gedung pusat perbelanjaan dan 
pemukiman modern (aparte-
men). Kepentingan masyarakat 
menengah bawah harus menjadi 
prioritas agar tidak menjadi 
korban perubahan peradaban.

Sapta Wulandari
Perum Jombor Kav. Indah.

Jl. Amerta VI/43 B, Sinduadi, 
Mlati, Sleman.

Oleh: Ign. Tri Sunarna

Sumber Informasi Terseleksi

Saat ini, hampir semua perpustakaan universitas memiliki 

fasilitas bagi civitas akademika untuk mengakses jurnal 

elektronik. Hal itu sangat membantu agar jurnal dapat 

diakses di mana pun dan kapan pun.


